SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PELAPORAN KINERJA HARIAN
(SIPEKHA) DALAM PELAPORAN KINERJA HARIAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang

bahwa Tunjangan Kinerja yang diterima Pegawai
ditentukan berdasarkan capaian kinerja yang diukur
dengan 2 (dua) unsur, yaitu Kehadiran Pegawai dan
Pengisian Laporan Kerja;
bahwa pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung Timur berkewajiban melakukan
absensi kehadiran dan pelaporan kinerja harian
setiap hari kerja;
bahwa dalam rangka pengisian laporan kinerja pada
pelaporan kinerja harian pegawai Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur
dilakukan menggunakan aplikasi sistem pelaporan
secara elektronik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung Timur tentang Penggunaan
Aplikasi Sistem Pelaporan Kinerja Harian (SIPEKHA)
Dalam . . .



Mengingat

Dalam Pelaporan Kinerja Pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor I1
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011

tentang . ..



tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja
Pegawai Negeri;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor S Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum;
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 464 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan
di Sekretariat . . .



Menetapkan

KESATU

KEDUA

di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
2245 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
464 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas
Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG
PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PELAPORAN KINERJA
HARIAN (SIPEKHA) DALAM PELAPORAN KINERJA
HARIAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

: Menetapkan penggunaan Aplikasi Sistem Pelaporan

Kinerja Harian (SIPEKHA) dalam Pelaporan Kinerja
Harian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Belitung Timur.

: Pengisian laporan kerja pada Aplikasi Sistem Pelaporan

Kinerja Harian (SIPEKHA) diakumulasikan pada setiap
bulan periode pembayaran Tunjangan Kinerja sebagai
salah satu faktor penentu capaian kinerja guna
penghitungan besaran tunjangan kinerja.

KETIGA . ..



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 7 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya AGUSCIK
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




